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ABSTRAK 

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan 
(Studi Terhadap Musrenbang di Kecamatan Nunukan). 

Yance Tambaru,S.E. 

Universitas Terbuka 

yance.tambaru@yahoo.com 

Sistem perencanaan pembangunana daerah, menghendaki agar diberi ruang bagi 
pastisipasi masyarakat baik melalui Musrenbang DesaIKelurahan hingga musrenbang 
Kabupaten. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. temyata belum 
sepenuhnya melibatkan parsipasipsi m'.lS}'a!Rkat, Untuk melihat permasalahan tersebut 
dilakukan penelitian bagaimana dengan perencanaan dan kelerlibatan partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembanguna, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan. 

Penelitian ini bertujuan : I. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi proses 
perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan., 2. 
Mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana keikutsertaan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan., 3. 
Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang rnempengaruhi partisipasi 
rnasyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan. 

Metode Penelitian ini rnenggunakan pendekatan kualitatif, penulis rnelakukan 
pendekatan terhadap obyek penelitian melalui Indept Interview (wawancara rnendalam), 
dengan menggali inforrnasi sesuai bahan wawancara atau pertanyaan berkenaan hal-hal 
yang akan ditanyakan, serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang teIjadi 
dalam proses wawancara. 

Hasil penelitian ini rnenunjukan bahwa tidak dilaksanakan tahapan perencanaan 
pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Nunukan, 
hal ini nampak ketika pihak aparat desalkelurahan hanya mengandalkan para Ketua RT 
untuk rnenyusun usulan di wilayahnya dan kurang rnenghadirkan komponen masyarakat 
lainnya, hal lain tidak beIjalankarmya proses perencanaan di Kecamatan Nunukan 
disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pembiayaan untuk melaksanakan Musrenbang 
Desa/Kelurahan dan Kecamatan, tidak adanya pernbinaan dan sosialisasi kepada pihak 
Kelurahan dan KlX'amatan oleh Bappeda Kab. Nunukan berkenaan bagaimana melakukan 
proses perencanaan yang hams dilakukan di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan. 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan. 
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ABSTRACT 

Community Participation in Development Planning of NWlUkan Regency 

(Study of Musrenbang in Nunukan District) 

Vance Tambaru,S.E. 

Universitas Terbuka 

yance.tambaru@yahoo.com 

In a system of regional development, the central government wants to be given a 
space for public participation through Musrenbang rurallUrban village to the district 
Musrenbang. Nunukan development planning had not fuUy involve the participation of 
the community to see how the research problem with the planning and the involvement of 
community participation in development planning as well as factors affecting which is 
influencing the development planning ofNunukan Regency. 

This research conducted aims : I. Describe and analyse the implementation of the 
development planning process of Nunukan District,: 2. Describe and analyse the extent of 
community participation to participate in the planning process of Nunukan District,: 3. 
Describe and analyse influencing factors for community participation in development 
planning of Nunukan district. 

This research method uses a gualitative approach, Authors approach the research 
object through in-dept interview to explore appropriate information of the interview or 
question regarding material thingsmatter will be asked and can develop in accordance 
with the interaction occurs in the interview process. 

The result showed that not implemented the stages of region development planning 
with community participation in district of Nunukan, this is appears when village 
officials or RT urban village rely chairman to draft proposal to present less territory and 
other community components otherside the process ofNunukan District planning cannot 
be mnning because of limitation of time and funding to implement Musrenbang Village 
and District in the development and socialization to the urban village and sub-district by 
Bappeda ofNunukan Regency how did the process of planning to be done in RT, Village 
and sub-district level. 

Keywords: Partisipation ofCommunity, Planning, Development. 
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BABII
 

TlNJAUAN PUSTAKA
 

Dalam pembahasan ini akan dilakukan kajian beberapa hal yang berkaitan 

dengan teori administrasi publik serta teori partisipatif yang l-elevan terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

A.	 Kajian Teori 

1.	 Penelitian Terdahulu 

a.	 Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi kasus di Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang, oleh Agus Harto Wibowo (tahun 2009). Hasil 

pengamatan menunjukan beberapa kesimpulan yaitu : 

1) Keterlibatan masyarakat Kecamatan Pemalang dalam mengetahui, 

menggali dan mengumpulkan infonnasi yang bersifat lokal dimulai 

dari tingkat RTIRW hingga pelaksanaan Musrenbang Keeamatan 

Pemalang. 

2)	 Data masalah yang ada di masyarakat di olah oleh tim perumus 

musrenbang hingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh dan 

mendalam terhadap permasalahan di Kecamatan Pemalang. 

Perumusan masalah juga telah melibatkan semua unsur stakeholder 

yang ada di Keeamatan Pemalang. 

3)	 Dukungan berupa uang dan sumber daya lainnya tidak ada karena 

hasil musrenbang berisi usulan kegiatan. 

4) Musrenbang Keeamatan Pemalang sudah menerapkan prinsip­

prinsip : - Transparan, -Responsif, - Partisipatif, - Akuntabel. 

5) Hasil dari Musrenbang Kecamatan Pemalang hanya usulan kegiatan. 
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b. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan eli 

Kecamatan Cibadak Kabuparen Sukabumi oleh Irma Pumamasari 

(tahun 2008). 

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak 

dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat 

dapaf dilihat dari: 

1) Ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak 

diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan 

kecamatan; 

2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur 

masyarakat secara keseluruhan; 

3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang, karena 

keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar 

prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan 

sebelum proses perencanaan pemba..ngunan dijadwalkan. 

Berdasarkan pembahasan basil penelitian, partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak masih rendah. 

Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi 

masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan 

pembangunan, seperti keterbatasan akan sumber daya manusia, 

keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik 

pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses 

perencanaan pembangunan. yang berarti peningkatan kualitas 

kehidupan sosial ekonorni, politik, lingkungan masyarakat yang salah 

41596.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



10 

satunya tercerrnin dari pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belurn 

tentu terIaksana dengan baik. 

Terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu terhadap penelitian yang saya lakukan dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

I.	 Persamaan. penelitian yang telah dilakuiGm oleh penulis dan peneliti 

terdahulu yaitu menggali pennasalahan berkenaan keterlibatfu"1 

partisipasi masyarakat pada tahapan mekenisme pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan. Beberapa teori yang sarna digunakan untuk 

menjawab perrnasalahan partisipasi masyarakat yaitu teori wicaksono 

dan sugiarto, serta teori yang dikembangkan oleh Alexander Abe. 

2.	 Perbedaan. Peuelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada 

bagairnana tahapan sesuaI petunjuk teknis penyelenggaraan 

Musrenbang yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara PPNlBappenas 

dan Departemen Dalarn Negeri, NomoI 0OO8fM.PPNI0112007 

0501264A1SJ tanggal 12 Januari 2007 disetiap Musreubang 

Kelurahanldesa dan Kecarnatan. 

2. Administrasi Publik 

Peranan adrninistrasi publik sangat penting dalarn mengawal 

pencapaian tujuan Penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan 

fungsi kebijakan dan pIogram-progam kegiatan pemerintah. 

Adrninistrasi publik menurut Waldo (1991;15) merniliki dua buah 

definisi yaitu : 
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I.	 Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan 

benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 

2.	 Administrasi Publik adaIah suatu seni dan ilmu tentang manajemen 

yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara 

Antara organisasi dan manajemen dalam administrasi publik memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain, organisasi menunjukan struktur atau 

perangkat sedangkan manajemen diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi­

fungsinya melalui orang-orang yang menyelenggarakan keJja Kombinasi 

keduanya melaJui penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang 

yang bekeJja sarna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perubahan orientasi dan perno administrasi publik diperlukan untuk 

merespon dinamika masyarakat yang tinggi terutama untuk menciptakan 

pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif serta menciptakan 

keadilan sosial bagi warga masyarakat. Hal ini perlukan !carena administrasi 

publik berfungsi sebagai instrurnen publik lll1tuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pengertian lain berkenaan Administrasi publik oleh Henry (1995: 25) 

menyatakan bahwa : 

"Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang 
kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan 
mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam 
hubllngannya dengan masyarakat yang diperintah., dan juga 
mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap 
kebutuhan publik.~. 

Apa yang penting dalam menjalankan administrasi publik adalah 

bagaimana orang-orang mengorganisasikan dirinya sebagai masyarakat 

secara bersama-sama dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing 
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sesuai bidang tugasnya memecahkan masalah-masalah publik untuk 

mencapai tujuan bersama mereka 

Walaupun proses administrasi publik menempatkan pemerinlah 

sebagai lembaga ulama alas tugas-tugas pemerintah, proses lersebut juga 

melibatkan masyarakat sebagai sumber legitimasi dan tujuan dari mana dan 

kepada siapa proses administrasi diselenggarakan. Dalam Negara yang 

demokratis, proses administrasi publik dilakukan alas mandat yang 

diberikan oleh publik melalui proses yang melibatkan publik dan untuk 

sebesar-besamya manfaat yang dapat diterima publik (Hannon & Mayer, 

1986: 6). 

3. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan lersebut sejalan dengan 

pendapat Conyers (1994:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 

alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

mempunyai sifat sangat penting: 

a Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoJeh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 

b.	 Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan 

apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengelahui seluk beluk program kegiatan tersebut 

dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 

c.	 Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan. 
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Menurut Mulluk (2007 : 57) Pada dasarnya partisipasi tidak berlaku 

seragam di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan telah 

bersifat partisipatif. Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek 

partisipatisi. 

Partisipasi masyarakal juga dapat mempengaruhi dalam pembuatan 

kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Sherry R. Arnstein (dalam Mulluk 

2007:58) melalui Teon Ladder ofParticipation (tangga partisipasi). Sherry 

R. Arnstein menyatakan terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian 

diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi. 

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi dari Sberry R. Arnstein. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Kendali Warea 

Kuasa yang didelegasi 

Kemitraan 

Penentraman 

Konsultasi 

Pemberian Infonnasi 

Terapi 

Manipulasi 

} Derajat Kuasa Warga 

} Derajat Tanda Partisipasi 

} Nonpartisipasi 

Disini Arnstein rnenjelaskan sebagai berikut : 

1.	 Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas partisipasi 

pada derajat ini rnerupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenamya 
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tidak mendukung rakyat beIpartisipasi dalam pembuatan rencana 

dan pelaksanssn suatu program, tetapi memnngkinksn pemegang 

kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dalam 

derajat ini terdapat dua anak tangga, yakni manipulasi dan terapi. 

2.	 Derajat kedua Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi 

daripada decajat sebeLumnya.Derajat ini melibatkan aktifitr.s 

dialog dengan publik yang berarti warga merniliki hak untuk 

didengar peadapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung 

dalam pengambilan keputusan. Dalam decajat ini terdapat riga 

anak tangga yakni pemberian informasi, konsultasi dan 

penentcaman. 

3.	 D~at tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peLuang 

keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil 

bagian secaca langsung baik dalam pengambilan keputusan 

maupun pelayanan pubLik. Derajat i.ni menunjukan adanya 

redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. 

Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitcaan, 

kuasa yang didelegasikan sampai pada yang tertinggi yakni 

kendali warga. 

Khususnya dalam penYlapan dan memperbaiki pelayanan publik 

dalam kaitan dengan perencanaan partisipatif Wicaksono dan Sigiarto 

(dalam Wijaya,2(01) berpendapat bahwa: 

" Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan 
masyacakat untuk memecalikan masalah yang dihadapi agar 
mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan 
dan kernampuan secara mandiri". 
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Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) mengemukakan ciri-ciri 

perencanaan partisipatif sebagai berikut : 

I.	 Fokus pada kepentingan masyarakat. 

3.	 Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan 

yang dihadapi masyarakat. 

b.	 Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakaI 

yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 

2.	 Partisipatoris 

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang 

sarna dalarn swnbangan pemikiran tanpa diharnbat oleh kemampuan 

berbicara,waktu dan tempat. 

3.	 Sinergitas 

a.	 Hams menjamin keterlibatan semua pihak. 

b.	 Selalu menekankan keIja sarna antar wilayah administrasi dan 

geografi. 

c.	 Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi 

kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun. 

d.	 Memperhatikan interaksi diantara Stakeholder 

5.	 Legalitas 

a.	 Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada 

semua peraturan yang berlaku. 

b.	 Menjunjung etika dan tataa nilai masyarakat. 

c.	 Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan. 

41596.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



16 

6.	 Fisibilitas 

Perencanaan harns bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan 

mempertimbangkan waktu. 

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi 

masyarakat merupakan salah satu konsep penting. Hakikat demokrasi 

sebagai sistem pemerintahan adaIah berfokus pada rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan, seperti yang disampaikan Bastian (2009:16) sebagai 

berikut: 

"Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari keterlibatan 
masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keik:utsertaan 
masyarakat akan menguatkan tingkat kepercayaan dan rasa 
kepemilikan masyarakat terbadap pemerintah daerah. Hal ini 
akan membuat ringan kerja pelaksanaan pembangunan". 

Akibat keterlibatan dalam perencanaan, akan membuat masyarakat 

akan merasakan pembangunan yang lebih nyata dengan memantau 

pelaksanaan program/kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah 

dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan dan rnasyarakat akan 

lebih terarah dan tepat guna. 

Menurut Bastian (2009) Pendekatan partisipasi menjadi a1tematif 

pilihan yang mengemuka untuk memberikan peran aktifmasyarakat sebagai 

subyek pembangunan diberbagai tahap pembangunan ( perencanaan, 

perancangan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan). Model pendekatan 

partisipasi untuk proses perencanaan pembangunan daerah meliputi : 

I.	 Institusionalisasi dan prosedur proses pelibatan masyarakat dalam 

perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan 

pembangunan. 
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2.	 Model pendekatan dalarn proses atau tahapan pembangunan. 

Institusionalisasi model pendekatan dengan melibatkan aktor 

pembangunan (swasta,masyarakt dan pemerintah daerah sebagai 

mediator). Oi tingkat masyarakat, keberhasilan pendekatan ini akan 

dirasakan oleh masyarakat dalarn upaya mengorganisasi diri, 

meningkatkan proses demokratisasi, meningkatkan peran serta 

(partisipasi), serta mendudukan masyarakat sebagai subyek 

pembangunan. Keberhasilan model pendekatan 1Dl akan rnampu 

"memberdayakan" aktiva potensi daerah guna mempercepat 

kemarnpuan peningkatan Pendapatan Asli Oaerah (pAD) dalarn 

kaitannya dengan pelaksanaan otonorni daerah ". 

Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalarn rangka 

memecahkan masalah yang dibadapi dengan tujuan untuk mencapai 

kondisi yang diharapkan,menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. 

Abe (2002;81) mengemukakan pengertian pereDcanaan partisipatif 

sebagai berikut : 

"Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalarn 
tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalarn 
prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung rnaupun 
tidak langsung) tujuan dan cara hams dipandang sebagai 
satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan 
bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan 
suiit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat". 

Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalarn perencanaan 

partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digarnbarkan sebagai 

tangga perencanaan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2. Langkab-Iangkab perenC8naan partisipatif. 

Merancang Angaran 

Langkah rind 

Rumusan Tujuan 

ldentffikasi Daya Dukung 

Perumusan masalah 

Penyelidikan 

Sumber: Alexander Abe (2002:100) 

Langkah-Iangkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut : 

I.	 Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan 

mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat loka! yang berkembang di 

masyarakat. 

2.	 Perumusan rnasalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. 

Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa 

sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. 

3.	 Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai 

dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa 

memungkinkan target yang telah ditetapkan. 

4.	 Rwnusan Tujuan. Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu 

keadaan yang diinginkan (diharapkan), dank karena itu dilakukan 

sejwnlah upaya untuk mencapainya. 

5.	 Langkah Rinei. Penetapan langkah-Iangkah adalah proses penyusunan 

apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat 

rumusan yang lebih utuh, pereneanaan dalam sebuah reneana induk. 
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6.	 Meraneang Anggaran, bukan berarti menghitung uang, melainkan usaha 

untuk. menyusun a10kasi anggaran atau sumber daya yang tersedia 

Conyers (1994;154) ada 3 (tiga) a1asan mengapa partisipasi 

masyarakat mempunyai sifat penting adaIah sebagai berikut : 

1.	 Partisipasi masyarakat merupakan suatu a1at guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat 

yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal. 

2.	 Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika 

merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan 

mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebUi. 

3.	 Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat sendiri. 

4.	 Perencanaan Pembangunan 

Pereneanaan pembangunan Nasional di lndoenesia menurut Bastian 

(2009:60) dikelompokan menurut periode jangka waktu, dimensi 

pendekatan dan koordinasi, serta proseslhirarki penyusunan. 

b.	 Pereneanaan Menurut Jangkauan jangka waktu 

Pereneanaan pembangunan yang didasarkan pada periode waktu terdiri 

atas : (1) reneana untuk pembangunan jangka panjang (PJP) dengan 

periode 25 tahun, (2) rencana pembangunan jangka menengah dalam 

periode 5 tahun, dan (3) reneana jangka pendek tahunan yang tertuang 

dalam RAPBN. APBN beserta nota keuangan dan kelengkapan lainnya 
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merupakan rencana tahunan dan merupakan bagian dari penjabaran 

rencanajangka menengah dan rencanajangka panjang. 

c.	 Perencanaan menurut dimensi Pendekatan dan Koordinasi 

Perencanaan pembangunan makro adaIah pereDcanaan pembangunan 

nasional dalam skala makro dan menyeluruh. Dalam perencanaan 

makro dikaji seberapa pesar pertumbuhan ekonomi dapat dan akan 

direncanakan. Seberapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah 

akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secar makro dan 

menyeluruh.Perencanaan makro dilakukan dengan melihat dan 

memperhitungkan secara secara cermat keterkaitan dengan perencanaan 

sektoral dan regional. Perencanaan berdasarkan sektor yaitu kumpulan 

dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta 

tujuan, untuk mempennudah perhitungan dalam mencapai sasaran 

makro. sedangkan perencanaan dengan dimensi pendekatan regional, 

pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan 

instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruang disuatu daerah. 

Departemenllembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang 

menitikberatkan pada sektoral melihat "Iokasi dan kegiatan" sedangkan 

pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pendekatan 

pembangunan regional (wilayah/daerah). Berbagai pendekatan tersebut 

perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasionaI yang terdiri 

a135 pembangunan sektor-sektor diberbagai daerah dan pembangunan 

daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. 

c.	 Perencanaan menurut proseslHirarki penyusunan. 
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Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi : (I ) 

perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan (2) 

perencanaan dari alas ke bawah (Top-duwn planning) perencanaan dari 

bawah ke alas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang 

seharusnya diikuti dengan didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan 

ini timbul, karena perencanaan dari bawah ke atas ini prosesnya dimulai 

dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara 

langsung terkait dengan pelaksanaan dan terkena darnpak dari kegiatan 

pembangunan yang direncanakan. 

Perencanaan dari alas ke bawah adalah pendekatan perencanaan 

yang menerapkan cam penjabaran rencana induk ke dalam rencana 

rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana 

induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali 

ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena 

target yang ditentukan secara nasional yang mengacu kepada 

pencapaian target nasional tersebut. 

Masih menurut Bastian (2009) penerapan pendekatan dari atas ke 

bawah tidak lagi sepenuhnay dijalankan karena proses perencanaan 

rinci menuntut peran serta masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan 

untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan 

perencanaan dari bawah ke alas. Secara operasional pendekatan 

perencanaan tersebut diternpuh melalui mekanisrne yang disebut 

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di 

Daerah (P5D) dengan mernanfaatkan forum-forum Musyawarah 
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Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa!kelurahan. 

Musrenbang Keeamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang 

Provinsi diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan 

sektoral dan regional. 

Usulan atau masalah yang bersifat lintas wilayah atau lintas sektora! 

dan tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat 

diatasnya. Proses beJjenjang ini diharapkan dapat mempertajam analisis 

di berbagai tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan. 

Dalam sebuah perencanaan pembangunan tentu memiliki unsur­

unsur yang membentuknya dalam pencapaian harapan yang diinginkan. 

Planning atau perencanaan menurut Conyers (1994:3) adalah sebagai: 

"suatu proses yang terus menerus yang melibatkan 
kepurusan-keputusan, altematif-altematif atau pilihan., 
mengenai cara-cara altematif penggunaan sumber-sumber 
daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran 
spesifik untuk waktu yang akan datang". 

Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalab : 

"Memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan 
asurnsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan 
jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan". 

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Ncgara (dalam Riyadi dan 

Bratakusumah, 2004: 4) adalah 

'Memilih prioritas dan earn atau altematifuntuk mencapai 
tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai 
tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan 
yang terus menerus". 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan suatu 

pilihan dapat mencapai sebuah hasil yang akan dicapai pada masa akan 

datang dengan memperhatikan altematif atau pilihan, asurnsi dan fakta 
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yang teIjadi melalui pemanfuatan sumber daya yang dimiliki. Sudah 

tentu perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang 

dilaksanakan lebih terarah, efeletif dan eflsien daIam penggunaan 

sumber daya dan pendanaan. Suatu perencanaan jika dikaitkan dengan 

pembangunan adalah mampu menjawab segala permasalahan, dapat 

merr.enuhi keinginan masyarakat, serta mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Perencanaan menurut Syamsuddin, dick, (2007; 2) adaIah : 

"merupakan suatu proses yang bersifat sistematis, 
terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait dengan 
kegiatan penga10kasian sumber daya, usaha pencapaian 
tujuan dan tindakan dimasa depan". 

Sedangkan menurut Pusic berkenaan dengan perencanaan (dalam 

Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa: 

"Perencanaan pembangunan tanpa memperbatikan 
partisipasi masyaralcat ak.an menjadi perencanaan di atas 
kertas". 

Berdasarkan pandangan Pusic, partisipasi atau keterlibatan warga 

masyaralcat dalam pembangunan desa dapat dlihat dari 2 hal, yaitu: 

a Partisipasi dalam perencanaan 

Segi positif dari partsipasi dalam perencanaan adaIah program-

program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama 

sedangkan segi negatifuya adaIah adanya kemungkinan tidalc dapat 

dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat 

menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. 

Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam 

perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, 
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sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilalrukan. Namun 

dapat dilalrukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu 

dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar 

mewakili warga masyarakat. 

b.	 Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Segi positif dari Partsipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian 

terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan 

program) telah selesai dikeIjakan. Tetapi segi negatifnya adaIah 

kecendenmgan menjadikan warga negara sebagai obyek 

pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana 

pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari 

pcrmasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keingin3n 

untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara 

emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan 

seringkali tidl!k dapat dihindari. Pandangan Pusic yang menekankan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap 

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya 

belum lengkap guna menjarnin kesinambungan pencapaian tujuan 

pembangunan desa 

Berkenaan hal diatas sesuai dengan pendapat Adi yang 

melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam 

perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya 

pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat 

partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan 
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pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masylllllkat hendaknya 

pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktit), 

sehingga partisipasi masylllllkat meliputi proses-proses: 

a. Tahap Assesment 

b. Tahap perencanaan altematifprogram atau kegiatan. 

c. Tahap pelabanaan (implementasi) program atau kegiatan. 

d. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil). 

Sesuai pendapat Adi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi yang dilakukan masylllllkat bersama-sama pihak terkait 

lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan 

konsensus dalam menyusun kebijakan pembangurum, dan sekaligus 

melatih masylIllIkat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan 

masalah-masalah yang muncul di masyarakat. 

Partisipasi menurut Mikkelsen (2006:65), menyebutkan bahwa 

secara garis besar ada 2 pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: 

a.	 Partisipasi datang dari masylllllkat sendiri, merupakan tujuan dalam 

proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masylllllkat yang 

mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam 

kegiatan pembangunan. 

b.	 Partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Dengan 

pendekatan ini masylllllkat dipaksa untuk melakukan partisipasi 

dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan 

menikmati hasil pembangunan secara lebih bail. Selanjutnya 

disebutkan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan dengan tingkat 
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paksaan dan sukarela yang berbeda-beda, serta tingkat keaktifan 

rnasyarakat yang berbedabeda pula. Namoo dernikian, gooa 

rnencapai keberbasilan ake pernbangunan, partisipasi aktif dan 

sukarela rnerupakan hal ideal yang harns diupayakan. 

Menurut Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti 

mernpooyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap 

bahwa perencanaan sosial barns merupakan bentuk araban bagi seluruh 

rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini 

biasanya dipakai pernerintah atau badan lainnya guna mengatasi 

masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial paM umumnya, 

perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan. 

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan "perencanaan" sebagai 

"suatu proses yang bersinamboogan", mencakup "keputusan-keputusan 

atau pilihan-pilihan berbagai aiternatif penggunaan sumber daya ootuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang." Defrnisi 

tersebut mengedepankan 4 oosur dasar perencanaan, yakni : 

1.	 Pemi/ihan. "Merencanakan berarti mernilih," kata Yulius Nyerere 

(mantan Presiden Tanz<lDia) ketika menyampaikan pidato Repelita 

II Tanzania pada taboo 1969. Artinya, perencanaan merupakan 

proses rnemilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena 

tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam 

waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa huboogan 

antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erato 

Banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan­
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pendekatan altematif daJarn proses pengarnbilan keputusan, 

terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan unrtan tindakan di daJam proses 

pengambilan keputusan. 

2.	 Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber 

daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segaJa 

sesuatu yang dianggap berguna daJarn pencapaian suatu tujuan 

tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; 

sumber daya alam (tanah, air, basil tambang, dan sebagainya); 

sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup pro-ses 

pengambilan keputusan tentang bagairnana sumber daya yang 

tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas 

dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh daJam proses 

memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. 

3.	 Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul 

berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu 

masaJah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adaJah bahwa 

tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepa!. Sering 

kali tujuan-tujuan tersebut didefmisikan secara kurang tegas, karena 

kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. 

4.	 Waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur 

penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan 
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perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. 

Oleh kanma itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan. 

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan 

bahwa perencanaan pembangunan meropakan suatu tahapan awal 

proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan 

pembangunan meropakan jJ".doman/acuan/dasar bagi pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan 

hendaknya bersifat implernentatif (dapat rnelaksanakan) dan aplikatif 

(dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan 

strategis dalarn arti tidak terlalu mengatUT, penting, mendesak dan rnapu 

rnenyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus marnpu 

mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun ekstemal, serta 

disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalarn hubungannya dengan 

suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep 

perencanaan pembangunan daerah. 

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) menyatakan bahwa 

"perencanaan pernbangunan daerah adalah suatu konsep 
perencanaan pernbangunan yang dirnaksudkan untuk 
melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang 
lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, 
dan lingkungannya dalarn daerah tertentu dengan 
rnemanfaatkan atau mendayagunakan berbagai surnber 
daya yang ada, dan hams memiliki orientasi yang bersifat 
menyehuuh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas". 

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan 

sebagai suatu proses perurnusan altematif-altematif atau keputusan­

keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan 

digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian 
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kegiatanlaktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental 

spiritual) da1am rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. 

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada 

kabupatenlkota akan membawa konsek.uensi dan tantangan yang cukup 

berat bagi pengelola administrasi negara di daerah. baik dalam tahap 

perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program 

pembangunan. OIeh karena itu model pembangunan daerah di masa kin! 

dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat 

lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perobahan paradigma 

pembangunan top down ke pembangunan partisipatif. Untuk 

mendapatkan basil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat 

waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil gum, dibutuhkan 

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena 

masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya 

dapat mengetahui sekaligus memabami apa yang ada di wilayabnya, 

disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada 

masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab 

dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan 

sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. 

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adaIah seperti yang 

dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Ia mengemukakan 

babwa partisipasi masyarakat pada dasamya diperlukan sejak awal 

dalam perencanaan pembangunan. 
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Ditinjau dari legal fonnal rnenurut Salahudin (2012:44) bahwa 

untuk mencapai tujuan otonomi daerah, akan sangat bergantung kepada 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program dan 

penganggaran pembangunan. Partisipasi masyarakat bokan banya 

sekedar penjaringan aspirasi masyarakat oleh para perencana atau 

pengambilan keputusan dari pemerintaiJ.an, tetapi lebili dari itu adaIah 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

B. kerangka Berfikk. 

Berikut adalah kerangka berfikir studi partisipasi masyarakat daIam 

perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.. 

Gambar 2.3. Kerangka berfikir partillipasi masyarakat dalam 
perenCllnaan pembangnnan 

Perencanaan Partisipatif 

(UU 25 Tahun 2004) 

1. Transparansi 

2. Responsif 

3. Partisipatif 

4. Akuntabel 

"
 
1.	 Terfokus pada 

kepentingan masyarakat. 

2.	 Partisipatoris 

3.	 Sinergitas 

4.	 Legalitas 

I 
Partisipasi masyarakat 

Surnber: Perencanaan partisipatifdari Wicaksono dan Sigiarto serta Alexander Abe. 
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BABIII
 

METODE PENELITIAN
 

A.	 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perpelctif pendekalan kualitatif. Strauss dan 

Corbin (1990) menyatakan terdapat alasan perlunya dilakukan penelitian 

kualitatif yaitu : 

I.	 Sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian 

kualitatif. 

2.	 Untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang 

sedikitpun belum diketahui. 

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor ( dalam Moleong 2006:4) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang­

orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Penulis dalam pene1itian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, 

dimaksudkan untuk melihat fakta kemudian dilukiskan secara tepat sifat-sifat 

dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekwensi 

teIjadinya suatu keadaan untuk meminirnalkan bias dan memaksimalkan 

reliabilitas (Nazir, 1983) 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia Fenomena itu bisa berupa bentuk, alctivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antarafenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian 
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deslcriptif merupakan peneJitian yang berusaha mendeslcripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, skihat atau efek 

yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. 

Pendapat Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deslcriptif 

adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh intormasi tentang status 

suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, daIam penelitian 

deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidal< ada 

uji hipotesis sebagairnana yang terdapat pada penelitian eksperiman. 

Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik-karak1eristik seperti yang 

dikemukakan Furchan (2004) bahwa : 

I) penelitian deskriptif cendrung menggambarkan suatu fenomena apa adanya 

dengan earn menelaab. secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan 

dilakukan secara cermat. 

2) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan,. 

3) Tidak adanya uji hipotesis. 

Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama : 

l.	 Memusatkan diri pada masalah-masaIah yang ada sekarang; 

2.	 Daya yang dikumpulkan pertarna kali disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisa. 

Pada metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan 

atau melukiskan secara terperinci atau mendaIam seberapa jauh tingkat 

efektifitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 

Kabupalen Nunukan. 
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Dengan Pemilihan cancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan 

melakukan pendekatan terbadap obyek penelitian dengan menggali informasi 

sesuai dengan persepsi penulis dan informan dapat berkembang sesuai dengan 

interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa 

menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang 

diberikan infonnan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi. 

Fokus penelitian adalah Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan daerah di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 

B.	 Informsn Penelitisn 

Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini : 

1.	 Badan Perencanana Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kabupaten Nunukan 

sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan 

daerah di Kabupaten Nunukan. 

2.	 Camat Nlmukan. 

3.	 Lurah se Kecamatan Nunukan 

4.	 Kepala Desa Binusan 

5.	 Perangkat kelurahan. 

6.	 KetuaRT. 

7.	 Anggota BPM di Desa Binusan. 

8.	 Tokoh Masyarakat. 

9.	 Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Komisi I. 

Informan dalam penelitian ini dipilih Karena paling banyak mengetahui 

tentang proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Nunukan, Kabupaten 

Nunukan. 
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C. Instrumen Penelirian 

Menurut Nasution (1992;29) instrwnent penelitian ini tidal< bersifat 

ekstemal atau obyektif akan tetapi internal subyektifyaitu peneliti sendiri tanpa 

menggunakan test, angket atau eksperimen. 

Dalam penelitian ini tugas seorang peneliti sangat berperan dalam 

keseluruhan proses. Disilli Peneliri sendiri yang melakukan Indept Interview 

(wawancara mendalam), tennasuk dalam menyiapkan bahan wawaneara atau 

pertanyaan berkenaan hal-hal yang akan ditanyakan. Bahan wawancara ini akan 

memudahkan peneliti dalam mengarahkan pertanyaan atau pembiearaan saat 

dilakukan wawancara terbadap para informan, dan tentu akan berkembang 

sesuai wawancara yang dilakukan. 

Adapun alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen pendukung yang 

bertlUbungan dengan masalah penelitian serta alat bantu lainnya. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. 

Data primer mempakan data yang langsung dikumpulkan pada saat 

melakukan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara. pengamatan 

langsung melalui komunikasi yang tidak seeara langsung tentang pokok 

masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari 

catatan-catatan publik, berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan pada 

penelitian. Data sekunder ini dapat bempa buku, literatur, table. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Wawancara Mendalam (Indepfh Interview) 

Ienis wawacara ini sudah tennasuk dalam kategori indepfh 

interview, dimana dalam pelaksanaannya dituntut banyak informan 

yang dijadikan sumber yang akan diwawancara guna mendapatlam data 

yang lebih dalam dan terinci serta pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak ya:lg diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya 

Disini diperlukan kemampuan dan kejelian pewawancara dalam 

melakukan pelacakan dan pendalaman terhadap bahan yang diperlukan 

oleh penulis. 

b. Observasi. 

Observasi atau biasa dikenal dengan penganIatan adalah salah satu 

metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal 

tertentu teIjadi. Observasi rnenyajikan gambaran rinci tentang aktifitas 

program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan 

observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang 

yang diamali, tetapi lidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

E. Metode Analisis Data. 

Yang Penting dalam sebuah analisis data adalah bagainlana data yang 

diperoleh dari informan atan sumber lainnya yang telah dikunlpulkan oleh 

peneliti kemndian dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus dapat 

memberikan makna atan interpretasi sehingga data basil wawancara hasil data 

tersebut memiliki signifikan ilmiah atan teorilis. 
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AnaJisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken ( dalam Moleong 

2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekeJja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah·milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada 

orang lain. 

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adaIah ana1isis 

dekriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan 

menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Untuk 

menYl!iikan data tersebut agar lebih bennakna dan mudah dipahami adalah 

menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman (1992;16) 

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif (InJeractiloe Model Allalysis) 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

T 
~ Reduksi Data 

Verifikasi data/penarikan
 

Kesimpulan
 

Sumber: Milles dan Huberrnan (1992 .. 16) 

Gambar diatas memperlihatkan sifat interakif koleksi data atau 

pengumpulan data dengan sebuah analisis data. Kegiatan pengurnpulan data 

dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data sebagai 

komponen yang merupakan bagian integral dati kegiatan analisis data. 
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Analisis data pada dasamya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian 

sampai akhir penelitian. 

Dalam model ini kegiatan anaIisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 

I.	 Pengumpulan data. 

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang 

akurat dan ,devan terbadap masalah penelitian. Data diperoleh melalui 

data primer, yaitu berasal dari wawancara mendalam dan observasi, 

kemudian data sekunder yaitu dari buku, literature dan table. 

2.	 Tahap Reduksi Data. 

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan rnasih mentah yang 

berlangsung terns menerus selarna penelitian melalui tahapan pembuatan 

ringkasan, membuang yang tidak perlll, menelusuri tema, dan menyusun 

ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah 

keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan serta. Penulis melakukan 

triangulasi yaitu proses check and recheck antara sumber data dan 

mengelompokannya daJam kelompok sumber data yang senada dengan 

pendapat sumber lain, mengelompokan sumber data yang berbeda 

pendapatnya dengan sumber yang lain, serta mengelompokan sumber 

data yang bertolak belakang dengan sumber data mengenai partisipasi 

masyarakat daJam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan 

Nunukan, Kabupaten Nunukan. 
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3.	 Tabap penyajian data. 

Seperangkat basil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam 

bentuk matrik (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih 

utuh, penyajian data di1akukan dengan cara penyampaian informasi 

berdasarkan data yang dimiliki dan disusun dengan baik da1am bentuk 

narasi agar mudah dipahami. Disini peneliti membuat ranglruman secara 

deskriptif dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Nunukan, 

Kabupaten Nunukan. 

Pada tahap ini juga penulis rnelakukan 

4.	 Tabap Verifikasi datal Penarikan Simpulan. 

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, kernudian peneliti mengambi! simpu1an 

yang bersifat sementara sambi! mencari data pendukung atau menolak 

simpulan. Pada tahap ini, peneliti rnelakuk.an pengkajian tentang 

simpulan yang telab diarnbil dengan data pernbanding teori tertentu. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran basil analisis yang 

melahirkan simpu1an yang dapat dipercaya 
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BABV
 

SIMPULAN DAN SARAN
 

A.	 Simpulan 

1.	 Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Nunukan, 

Kabupaten Nunukan. 

Proses perencanaan pembangunan meIalui Musrenbang di Desa, 

Kelurahan dan Kecamatan Nunukan belurn beIjalan dengan baik, 

disebabkan oleh : 

a.	 Belurn dilakukan tahapan perencanaan sesuai surat Edaran Bersama 

kepala Bappenas dengna Mendagri, Nomor 0081M.PPN/0112007 

OS0/264NSJ, serta Permendagri S4 tahun 2010. 

b.	 Tampak bahwa pihak aparat desalkelurahan masih mengaJldalkan para 

Ketua RT yang menyusun usu1an di wilayahnya masing-masing. 

c.	 Pihak Kelurahan belurn mengoptimal keterlibatan partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dengan tidak menghadirkan 

selurub komponen masyarakat yang berada di DesaIKelurahan. 

d.	 Keterbatasan waktu dan pembiayaan untuk melaksanakan Musrenbang 

DesaIKelurahan dan Kecamatan. 

e.	 Masyarakat yang diwakili oleb tokob masyarakat, pengurus LPM alau 

unsur lain tidak diberi kesempatan banyak untuk mendiskusikan alau 

memberikan pandangan terhadap sebuah usulan. Mereka juga tidak 

dilibalkan dalam penelapan daftar usulan proritas. 
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f.	 Usulan yang disampaikan belum menunjukan sinkronisasi antar 

program SKPD dengan usulan Kecamatan yang merupakan daftar 

usulan Kelurahan. 

g.	 Perencanaan Pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) telah sesuai sumber hukum.Namun dalam 

teknis pelaksanaan di Kabupaten Nunukan, Pemerintah daerah hingga 

saat ini belum menerbitkan mekanisme perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Nunukan. sebagai pandwm dalam proses perencanaan 

ditingkat RTIRW hingga pada Musrenbang Kabupaten Nunukan 

sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan. 

h.	 Dalam menyusun daftar prioritas usulan sebagian besar usulan tersebut 

tidak disertakan besaran biaya yang dibutuhkan pada setiap kegiatan, 

hal ini karena keterbatasan Sumber daya manusia 

i.	 proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada 

tingkat RT tidak dibuka ruang bagi keterlibatan masyarakat secara 

langsung. Keputusan terhadap usulan yang akan diangkat ditingkat 

DesaIKelurahan hanya diketahui oleh Ketua RT. 

2.	 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 

a.	 Partisipasi masyarakat tidak banyak berperan dalam pelakSlJnaan 

musrenbang karena usulan yang disampaikan merupakan basil 

penyusunan oleh ketua RT. 
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b.	 Keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang hanya diwakilkan 

oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, kelompok tani, 

pengums LPM. 

c.	 Kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan dan kritikan 

juga terbatas karena acara musrenbang yang dibatasi hanya 3-4 jam saja 

karena keterbatasan anggaran. 

d.	 Kurang tertariknya masyarakat mengikuti kegiatan musrenbang karena 

sangat sedikit dari sekian banyak usulan mereka mendapat perhatian 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Usulan yang berasal dari anggota 

DPRD justru yang mendapat prioritas dikeJjakan. 

e.	 Partisipasi masyarakat hanya pacta penyusunan usulan yang 

disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pacta tahap 

pengambilan keputusan terhadap usulan di musrenbang dilakukan 

sendiri oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Bappeda dan SKPD 

terkait. 

3.	 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupatcn Nunukan 

a.	 Faktor Intern 

I) Kurangnya kesadaranlkemauan masyarakat untuk ikut dalarn 

kegiatan yang dilaksanakan. 

2) Lebih banyaknya realisasi kegiatan pembangunan berasal dari 

usulan sebagai Hasil Reses DPRD Kab. Nunukan. 

3) Masyarakat	 lebih senang beraktifitas dengan usahanya, karena 

sebagian besar warga Kecamatan Nunukan bergerak disektor 
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perdagangan, wiraswasta, pelani dan pegawai Negeri. Mereka lebih 

senang mencari natkah dari pada harus menghadiri rapat seharian. 

4) Dominannya kepemimpinan lokal. 

5) Rendahnya kesempatan/peluang masyarakat untuk ikut dalam 

kegiatan pelaksanaan program pembangunan. 

b. Faktor Ekstem 

1)	 Tidak adanya sosiaJisasi peraturan dan Kebijakan Pemerintah 

berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses 

perencanaan di daerah. 

2)	 Pembiayaan yang dimiliki pemerintah untuk kegiatan Musrenbang 

di tingkat Kelurahanldesa dan Kecamatan yang sangat minim. 

3) Kurangnya prosentase Program yang direaJisasikan oleh SKPD. 

B.	 Saran. 

Hasil penelitian ini terhadap partisipasi masyarakat daJam perencanan 

pembangunan di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan disarankan 

beberapa hal sebagai berilrut : 

I.	 Perlunya Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun Peraturan Bupati 

berkenaan mekanime perencanaan mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan 

yang bersifat partisipatif mudah dilaksanakan dengan hasil yang maksimaJ. 

2.	 Diminta kepada Bappeda Kabupaten Nunukan untuk melakukan sosiaJisasi 

kepada pihak-pihak yang turut berperan daJam proses perencanaan 

pembangunan, seperti ketua RT, Aparat DesaIKelurahan dan Kecamatan. 

3.	 Agar pihak DPRD Kabupaten Nunukan daJam mengambil usulan aspirasi 

masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan masyarakat, bukan untuk 
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sekelompok masyarakat saja. Sebaiknya usulan tersebut disertakan dalam 

Musrenbang, baik ditingkat Kelurahanldesa maupun Kecamatan. 

4.	 A10kasi anggaran yang memadai bagi kelurahan dan kecamatan agar 

Musrenbang yang dilakukan dapat lebih maksimal menggali potensi dan 

sekaligus mendaIami usulan yang disampaikan. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Berikut disampaikan pcdoman wawancara yang dipergunakan penulis untuk 

rnendapatkan bahan-bahan yang dipergunakan dalam tesis ini. Adapun daftar 

pertanyaan yang disarnpaikan kepada informan yOOtu : 

I.	 Apakah bapak/ibu selaku ketua RT rnendapat undangan menghadiri Musrenbang 

di Kelurahan? jika ya, apa tanggapan bapak terhadap undangan Musrenbang 

tersebut? 

2.	 Bagaimana bapak/ibu rnenyiapkan bahan usulan dari RT bapak/Ibu? 

3.	 Apakah bapak/ibu selaku ketua RT sudah melakukan perternuan dengan warga 

untuk mendiskusikan usulan apa yang perlu dibawa pada Musrenbang Kelurahan? 

4.	 Sudah berapa kali bapak/ibu rnenghadiri acara Musrenbang di ke1urahan? 

5.	 Mrengapa usulan bapak tidak terlalu banyak, padahal mungkin banyak kebutuhan 

warga yang perlu diusulkan vada Musrenbang supaya bisa dikeJjakan oleh 

SKPD? 

6.	 Apa kebutuhan Bapak/Ibu yang perlu diusulkan pada Musrenbang Ke1urahan? 

7.	 Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan Musrenbang yang setiap tahun 

dilaksanakan? 

8.	 Apa kornentar Bapak/Ibu terhadap usulan warga yang sampoo sekarang tidak 

pemah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah? 

9.	 Apakah sudah pernah informasi lisan kepada ketua RT pada perternuan­

perternuan dikelurahanldesa untuk. mernpersiapkan bahan usulan yang akan 

dibahas di Musrenbang? 

10. Sudah pernahkah sosialisasi oleh Bappeda di kelurahan berkenaan dengan 

Musrenbang ? 
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II. Aoa tanggapan bapaklibu terhadap hasil reses DPRD yang lebih banyak 

dikeIjakan oleh Pemda Kab. Nunukan dibandingkan dengan usulan warga yang 

disampaikan lewat Musrenbang? 

12. Bagaimana	 tanggapan Bapak/ibu terhadap proposal yang diutamakan dan 

dikeIjakan SKPD padahal tidak me1alui Musrenbang? 

13. Siapa saja yang mengeIjakan kegiatan proyek Penunjukan langsung yang berasal 

dari basil reses anggota DPRD, dan bagaimana hasilnya? 

14. Mengapa kegiatan musrenbang hanya dilaksanakn hanya beberapa	 jam saja, 

padahal banyak yang perlu didiskusikan terhadap usulan dari warga? 

15. Apa manfaat bagi bapaklibu selama mengikuti Musrenbang ini? 

16. Apa	 saran bagi pemerintab Kabupaten Nunukan terhadap usulan warga yang 

disampaikan lewat Musrenbang? 

17. Mengapa yang diundang hanya Ketua RT dan tokoh masyarakat? 

18. Mengapa saat rapat Musrenbang tidak dilakukan penyusunan daftar usulan dari 

RT berdasarkan tingkat prioritas tetapi diserahkan kepada ketua RT? 

19. Apa kendala pelaksanaan Musrenbang, padahal setiap	 tabun dilakukan oleh 

kelurahan/desa dan kecamatan? 

20. Apa pendapat bapak selaku Bappeda terhadap kegiatan musrenbang di tiap 

kelurahan dan kecarnatan? 

21. Mengapa setiap Musrenbang	 di tingkat kecamatan/desa yang penulis amati, 

seperti rapat biasa, padahal Musrenbang tersebut lebih banyak diskusi dan 

pembahasan setiap usu1an warga scrta penyusun skala prioritas? 
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22. Apa pendapat	 bapak selaku anggoata DPRD kabupaten Nunukan terhadap 

pelaksanana Musrenbang baik ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan? 

23. Bagaimana pendapat bapak selaku anggota DPRD melihat masalah reses yang 

tidak masuk dalam musrenbang tetapi justru hasil reses tersebut yang dikeIjakan? 
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Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara dari Informan 

No. IndikatorlDimensi Hasil Wawancara 

1. Kehadiran a. ketua RT. -
mengikuti - Memang sudah 
Musrenbang merupakan kebiasaan 

ketua RT diundang untuk 
membawa usulan RI. 

- Datang mendengarkan 
saja, kalau diminta baru 
saya sampaikan 
usulannya. 

-
b. Pejabat Kelurahan 

- Ketua RT dianggap sudah 
mernaharni usulan yg 
akan dibicarakan, juga 
diundang tokoh 
ma~yarakat dan LPM,jadi 
cukup mereka saja yg 
hadir. -

c. Tokoh Masyarakat 
- Perlu dihadiri dan 

mendengarkan apa yang 
akan dilaksanakan 
pernbangunan di wilayah 
leita. 

-	 Rasanya malas 
menghadiri, usulan 
bagusnya lewat proposal 
saja, tidak perlu lewat 
Musrenbang. 

Ringkasan 

Merupakan 
acara rutin 
membicarakan 
usulan warga. 

Cukup Ketua 
RI, Tokoh 
Masyarakat dan 
LSM saja. 

Perlu dihadiri, 
walaupun 
usulan proposal 
yang 
diutarnakan. 
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~IndikatorlDimensi I Hasil Wawancara I Ringkasan 

~ Peranan 
masyarakat dalam 
menyusun usulan 

a. Lurah 
- Hanya sedikit ketua RT yang 

mencari aspirasi dengan 
warganya, banyak ketua RT 
tidak membuat pertemuan 
dengan warganya. 

- Saya sullah menyarankan 
agar dilakukan pertemuan 
dengan warga untuk 
mendapat usulan. 

b.KetuaRT 
- Saya tabu permasalahan dan 

usulan apa yang diperlukan 
untuk proyek di lingkungan 
RT saya. 

- Saya sudah keliling sambiI 
berbicara dengan warga. 

- Ketika mendapat surat dari 
kepala desa, saya langsung 
mendatangi warga 
menanyakan usulan apa saja. 

- Wah ga usalah buat 
perjemuan, biayanya siapa 
yang nanggung, saya sudah 
sering ketemu warga kok. 

- Apa masih perlu membuat 
rapat, biar saya yang 
membuat, kasihan warga 
diajak rapat, yang dikeIjakan 
nanti bukan usulan mereka. 

- Kami hanya ditelpon ibu dari 
kelurahan, kalau saya tabu 
sebelumnya, pasti saya buat 
rapat dengan warga biar tidal 
diprotes nantinya. 

- Tidak usalah, saya juga tabu 
permasalahan dan kebutuhan 
apa yang perlu diusulkan, 
mana yang tidak, nanti juga 
masih dirapatkan apakah 
usulan bisa masuk atau 
tidak. 

- Sullah 
disarankan, tetapi 
banyak RTyang 
tidak 
melaksanakan. 

- Ketua RT sullah 
tabu kebutuhan 
dan proyek apa 
yang diperlukan 
tanpaharus 
membuat 
perjernuan. 

- Pendanaan yang 
menjadi 
permasalahan 
jika rapat dibuat 
dengan 
mengundang 
warga. 
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No. IndikatorlDimensi Hasil Wawancara 

c.	 Carnat 
-	 Proposal yang akan 

disampaikan kepemda 
sebaiknya disalurkan 
lewat Musrenbang, 
karena sangat 
mengganggu 
musrenbang, itu yang 
membuat malas warga 
datang. 

d. Warga 
- tidak pemah pak RT 

mengundang warganya 
membahas permasalahan 
karnpung, kalau ada karni 
bisa sumbang saran. 

-	 ngak pemah ada rapat, 
padahal bagus membahas 
pekeIjaan yang 
dibutuhkan, agar 
pemerintah tahu kebutuhan 
warganya. 

- Kami kurang mengerti, 
karena tidak dikonfumasi 
RT, nanti kalau dikeljakan 
oleh DPU, karni protes. 

e.	 Anggota DPRD. 
Masih banyak usulan 
dibuat oleh pihak-pihak 
tertentu, ini bisa dilihat 
dati lokasi yang diusulkan, 
ini resiko kalau 
kepercayaan diserahkan 
seluruhnya kepada Ketua 
RT. 

Ringkasan 

- Proposal 
sebailrnya lewat 
jalur prosedur 
musrenbang. 

- Ada keinginan 
warga, tetapi 
ketua RT enggan 
melaksanakan. 

- Resiko 
kepercayaan 
diberikan kepada 
RTtemyata 
usulan masih 
didominasi pihak 
tertentu. 
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No. IndikatorlDimensi Hasil Wawancara Ringkasan 
f---­

3. Realisasi dari 
usulan 
Musrenbang. 

a. Tokoh Masyarat 
- Usulan nanti juga tidak 

dipakai, karena lain yang 
diusulkan, lain yang 
dikerjakan. 

- Sudah sering saya ikut 
aeara ini, pemda kurnng 
menerima usulan leita, 
masih ada usulan yang 
bertahun-tahun tidak ada 
realisasi. 

- Sudah sering menghadiri, 
tetapi pemerintah lebih 
memperhatikan usulan 
proposal, pereuma rapat 
seperti ini. 

b.KetuaRT 
- Saya tidak menyarnpaikan 

usulan banyak-banyak, 
karena belum tentu 
disetujui, lehih banyak 
pekerjaan PL yang 
dikeIjakan. 

- Kami hanya mengusulkan 
3 kegiatan saja. syukur bisa 
masuk, nanti juga yang 
dikeijakan justru usulan 
lain. 

- Pemda kurnng 
menerima usulan 
warga. tetapi 
usulan proposal 
yang banyak 
diterima. 

- Tidak perlu 
mengusulkan 
banyak, karena 
belum tentu 
dapat 
diakomodir 
pemda. 
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No. IndikatorlDimensi Hasil Wawancara Ringkasan 

4. Pennasalahan 
keterlibatan 
masyara1cat dalam 
Musrenbang 

aLurah 
- Saya tidak dapat 

mengundang banyak 
warga, karena perlu 
dana besar, karena 
anggaran kelurahan 
yang ked!. 

- Saya tidak undang 
semua, karena Ketua 
RTdan tokoh 
masyarakat sudah tahu 
usulan warganya. 

- Perbincangan usulan 
seharusnya 
mendengarkan semua 
usulan dari RT, tetapi 
karena walctu terbatas, 
jangan lewat jam 
makan siang, maka 
diskusi tidak saya 
lakukan. 

b. KetuaRT. 
- Sudah ada proposal 

yang disampaikan oleh 
warga kepada saya, 
untuk diusulkan ke 
Pemda. 

c. Warga masyarakat. 
- Saya datang ikut 

dengan ketua RT, 
sekaligus mengecek 
usulan saya masuk 
atau tidak. 

- Kebutuhan kami 
perlunya tambahan 
insentifbagi kader 
posyandu. 

-~ 

- Pendanaan yang 
kurang. 

- Kepercayaan 
kepada RT yang 
lebih dominan 
mewakili 
warganya 

- Proposal yang 
lebih 
diutamakan. 

- Usulan non fisik 
tidak banyak 
diakomodir. 
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No. IndikatorIDimensi Basil Wawancara Ringkasan 

d. Bappeda. 
- Masyarakat banyak 

yang tidal: mengerti 
tujuan kegiatan ini, 
perlu diberikan 
pemahaman bahwa 
merencanakan 
pembangunan 
merupakan tugas 
pemerintah dan 
masyarakat. 

- Aparat kelurahan dan 
kecamatan harns turnt 
membantu 
memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat. 

e. Camat 
- Perencanaan tidal: 

sekedar didasarkan 
pada daftar keinginan 
pihak tertentu, 
melainkan benar-benar 
berasal dari kebutuhan 
nyata seluruh 
masyarakat melalui 
penilaian setiap 
usulan. 

- Saya sadar bahwa 
masih banyak usu1an 
yang belum masuk, 
seperti kegiatan non 
fisik, kelompok PKK, 
kaum miskin., kegiatan 
pemuda. 

- Belum mengerti 
dan pemahaman 
akan keterlibatan 
pemerintah dan 
masyarakat 
dalam 
perencanaan 
sehingga perlu 
sosialisasi. 

- HasH 
musrenbang 
banyak tidal: 
mengakomodir 
usulan non fisiko 

- Perencanaan 
bukan daf\ar 
keinginan pihak 
tertentu saja. 
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Lampirao 3. Foto wawaocara deogan Informan 

Gambar 1. Wawancara dengan BPM desa Binusan. 

Gambar 2. Wawancara dengan Lurah Nunukan Barat. 
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Gambar 3. Wawancara dengan Camat Nunukan. 

Gambar 4. Wawancara dengan Anggota DPRD Kab. Nunukan. 
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Lampiran4. 
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5. ALAMAT RUMAH	 JI. Pongtiku RT. 16, No. 24 Nunukan. 

6. PEKERJAAN	 Pegawai Negeri Sipil. 

7. TEMPATKERJA	 Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Nunukan. 

8.	 ALAMAT KANTOR Kantor Bupati Nunukan 
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